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Abstrak

Artikel ini mendalami perspektif studi politik kebudayaan yang berkembang di tanah
Papua. Argumentasi artikel ini adalah perspektif politik kebudayaan tidak bisa
dilepaskan dari dua hal penting yaitu praktik kolonisasi (penjajahan) gaya baru yang
melihat orang dan kebudayaan Papua adalah lebih rendah dari diri mereka (yang
melihatnya). Oleh sebab itulah keseluruhan proses reproduksi pengetahuan dan
kebudayaan tentang Papua menjadi sangat diskriminatif karena perspektif
kolonialistik tersebut. Jika lebih cermat melihat, politik kebudayaan Papua
mengandung berlapis-lapis siasat kebudayaan dan kompleksitas yang terekspresikan
dalam berbagai segi kehidupan di seluruh tanah Papua.

Kata Kunci: Kolonisasi, Kebudayaan, Politik Kebudayaan, Reproduksi
Kebudayaan,Diskriminatif

Abstract

This article studies the cultural politic perspective that developed in Papua. The argument of this
article is the perspective of cultural politics can not be separated from the two major ways, they are
the new style of colonization practice (occupation) that see the people and culture of Papua is lower
than themselves (which see). Cause of that, the whole process of knowledge reproduction and culture
of Papua to be very discriminatory because the colonialist perspective. Ifcloser to look, the political
culture of Papua containing layered cultural finesse and complexity which is expressed in many facets
of life in all the land of Papua

Keywords : Colonization, culture, politic culture, culture reproduction,
discriminative
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PENDAHULUAN

Artikel ini mendalami tema-
tema kebudayaan yang menjadi isu
strategis dalam pengelolaan
kebudayaan Papua. Bagian awal dari
esai ini akan menguraikan tentang
peta sosiokultural studi-studi
kebudayaan Papua dan produksi

kuasanya. Di dalamnya berlangsung

reproduksi  pengetahuan tentang
Papua yang “menyingkirkan”
perspektif emansipatif dan

transformatif terhadap orang-orang
Papua itu sendiri. Yang justru terjadi
adalah “kekalahan” dari orang-orang
Papua sendiri sekaligus matinya
denyut nadi ilmu humaniora (baca:
kemanusiaan) di tanah Papua itu
sendiri. Bagian berikutnya mencoba
untuk menganalisis “matinya” ruh
ilmu-ilmu humaniora yang terlibat
dalam transformasi sosial budaya di
tanah Papua. Yang justru terjadi
adalah ilmu yang mengkolonisasi
(baca: menjajah) orang-orang Papua
itu sendiri dengan menstigmatisasi
komunitas-komunitas yang ada di
Papua. Kesalahan penamaan inilah
yang berimplikasi serius dalam
produksi kebudayaan, kebijakan, dan

kekuasaan yang berlangsung

berlarut-larut hingga kini di tanah

Papua.
Melalui

kritis, Laksono (2010) menyatakan

perspektif  yang

kekalahan ilmu antropologi justru
terjadi di daerah yang sumber daya
alamnya sangat kaya.Antropologi
hanya menjadi alat kekuasaan modal,
negara, dan menggunakan nalar-
nalar berpikir kapitalisme global
yang pragmatis dan positivistik
dalam mempraktikkan ilmu-ilmu
humaniora.Sangat jelas ini
bertentangan dengan nilai-nilai dan
perspektif  pengembangan  ilmu
humaniora yang berusaha
meletakkan pondasinya kepada nilai-
nilai kemanusiaan dan kesadaran
menciptakan manusia yang humanis,
empati, dan apresiatif terhadap nilai-
nilai kebudayaan dan kemanusiaan
itu sendiri.
Sejujurnya, pendidikan

antropologi sangat penting artinya

dalam menciptakan transformasi
sosial budaya di tanah
Papua.Kekayaan budaya dan
pengetahuan-pengetahuan lokal

adalah modal dalam membimbing
rakyat Papua untuk secara kreatif
memperbaharui identitasnya.Realitas

juga membuktikan sangat banyak

P-ISSN : 2721-369X

85



Jurnal Widya Citra Pendidikan Sejarah

Volume 1, Nomor 1 Maret 2020

generasi muda Papua yang menaruh
minat yang tinggi terhadap ilmu-ilmu
humaniora, dalam hal ini khususnya
antropologi.Ilmu-ilmu humaniora
khususnya antropologi yang
berkembang di tanah Papua (Provinsi
Papua dan Papaua Barat) terbukti
memiliki peminat yang tinggi dan
lapangan kerja yang menjanjikan
bagi lulusannya. Jurusan Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
(FISIP) Universitas Cenderawasih
(UNCEN) telah banyak melahirkan
lulusan  antropologi  yang  kini
terserap di berbagai lapangan kerja
dari mulai aparat birokrasi, lembaga
swadaya masyarakat hingga jajaran
bagian  community  development
(pemberdayaan masyarakat)
perusahaan investasi multinasional.
Sementara belum genap lima tahun
kelahirannya, Jurusan Antropologi
Universitas Papua (UNIPA)
Manokwari, Papua Barat sudah
menerima hampir 450-an mahasiswa
hingga 2015, meski kemudian bisa
dipastikan akan menyusut hingga
kelulusannya. Meski kuantitas bukan
menjadi ukuran kemajuan, potensi
yang dimiliki oleh peminat ilmu-

ilmu humaniora, khususnya ilmu

antropologi pantas untuk
dikedepankan.

Jumlah mahasiswa yang
mendaftar di Jurusan Antropologi di
tanah Papua ini pun menunjukkan
antusiasme generasi muda Papua
mempelajari tentang kebudayaannya.
Seorang lulusan ilmu Antropologi
UNCEN berkisah kepada saya
bahwa motivasinya yang paling
besar dalam mempelajari ilmu
antropologi jauh-jauh dari Nabire ke
Jayapura adalah ingin mempelajari
ilmu tentang kebudayaan yang akan
dipergunakan untuk  “mencatat”
kebudayaan di kampungnya masing-
masing. Di Jurusan Antropologi
Universitas Papua (UNIPA), puluhan
mahasiswa dari salah satu fakultas
eksata pindah ke Jurusan
Antropologi dengan berbagai alasan.
Salah  satu  mahasiswa  yang
mengikuti kelas kuliah organisasi
sosial yang saya ampu menuturkan,
“Bapa, sa pu tempat di sini sudah.

Di jurusan sebelumnya sa pu otak ini

. . . 1
seperti mati,” ujarnya.

'Beberapa  bagian dalam makalah ini
terdapat dalam kertas kerja Pertemuan
Eksploratif VIII P2 Politik LIPI — Jaringan
Damai Papua (JDP), 9-10 Mei 2016 dengan
tema “Membangun Ekonomi dan
Kebudayaan Papua secara Damai”.Beberapa
bagian dari esai ini juga telah diterbitkan
dalam I Ngurah Suryawan, Mencari Sang
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Politik Kebudayaan Papua
Kajian-kajian kebudayaan
dalam lingkup ilmu-ilmu humaniora
memiliki ~ perkembangan  yang
menjanjikan  dan  dinamis  di
Papua.Konteks sosial budaya dan
perubahan sosial menjadi
laboratorium yang penting dalam
pengembangan ilmu antropologi
khususnya.Namun, situasi ironis
yang terjadi  adalah  terkesan
mandegnya perkembangan ilmu-ilmu
humaniora karena penetrasi
birokratisasi pendidikan dan kuasa
investasi global.Jejaring interkoneksi
kuasa kapital global inilah yang
mengeksploitasi sumber daya alam
yang dahsyat dan mengalahkan
masyarakat dan budaya tempatan
(Laksono, 2010:10).Lalu dimana
peranan ilmu-ilmu humaniora dalam
memediasi  transformasi  sosial
budaya di tanah Papua?Dan mengapa
rakyat Papua tidak tercerdaskan
melalui ilmu-ilmu humaniora?
Dalam ranah praksis, kerja
ilmu-ilmu  humaniora, khususnya
antropologi mesti dikerjakan secara
berkelanjutan dengan mengapresiasi

pengalaman-pengalaman dan narasi

Kejora: Fragmen-Fragmen Etnografi
(Kepel Press dan Jurusan Antropologi
UNIPA, 2015).

reflektif 1identitas yang berbeda-
beda.Penting juga diajukan kerja
partisipatoris bersama-sama
masyarakat tempatan untuk
melakukan studi etnografi bersama
yang memberikan ruang dan
sekaligus mengapresiasi
pengalaman-pengalaman masyarakat
tempatan untuk bersiasat di tengah
terjangan kekuatan kapital global.
Oleh karena itulah menjadi penting
untuk menghargai “ruang antar
budaya”  untuk  menumbuhkan
kesadaran  keberbedaan, melihat
identitas diri kita pada masyarakat
tempatan lain yang sebelumnya
“asing” atau kita anggap
“terkebelakang” dibanding identitas
budaya kita.

Dalam sebuah esainya, Giay
(2000:93-102)

bahwa perlu refleksi di kalangan

mengungkapkan

lembaga pendidikan di Papua untuk
menjadikan dirinya sebagai lembaga
yang emansipatif dan
transformatif.menuju Papua Baru.
Lembaga pendidikan di Papua bukan
hanya menempatkan dirinya semata-
mata sebagai lembaga pewaris nilai-
nilai sosial budaya generasi masa
lampau.Yang terjadi justru lembaga

pendidikan ini tidak akomodatif
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kepada perubahan jaman.Diperlukan
terobosan dari lembaga pendidikan
di  Papua untuk  menangkap
kegelisahan dan pergolakan di yang
sedang terjadi di tengah
masyarakat.Kegelisahan dan
pergolakan tersebut terekspresikan
melalui berbagai fenomena social
budaya yang terpentaskan di publik
maupun tersimpan rapat dibalik
kebungkaman rakyat untuk bersuara.

Ilmu-ilmu humaniora adalah
pengetahuan yang bersumber dan
terus hidup melalui pengalaman
manusia dalam berkomunitas dan
mengkonstruksi (membentuk)
kebudayaannya.Konstruksi manusia
dalam relasinya berkomunitas itulah
yang membentuk ilmu-ilmu
humaniora seperti bahasa, sastra,
arkeologi, sejarah,
antropologi.Semuanya masuk ke
dalam rumpun-rumpun ilmu budaya
yang membedakan dirinya dengan
ilmu social dan politik (sosiologi,
komunikasi, kriminologi,
administrasi, dll).Karena fokusnya
pada  pembentukan  kebudayaan

manusia, ilmu-ilmu  humaniora
menyasar secara langsung refleksi
identitas-identitas manusia dalam

rentang sejarah yang terus berubah

sesuai dengan konteks, ruang, waktu,
dan kepentingan manusia tersebut.
Ilmu humaniora tentu
berbeda dengan ilmu pasti dan sangat
jauh  dari

pemikiran  tentang

pragmatisme  pendidikan  untuk
melayani dunia kerja, pasar global,
dan sudah tentu kuasa kapital
(investasi) yang menggerogoti negeri
ini dan juga manusia-manusia di
dalamnya.Subyek yang dipelajari
dalam ilmu-ilmu humaniora terus
bergerak dan dinamis, sementara
yang mempelajarinya juga
mempunyai  pengalaman  pribadi
yang terus berubah sesuai dengan
konteks historisnya.Oleh karena itu
hasil dari belajar antropologi lebih
bersifat pengetahuan reflektif dan
apresiatif yaitu pada penemuan
eksistensi manusia itu sendiri.llmu
humaniora meletakkan kebenaran
ada dalam rentang sejarah sosial
manusia, dalam relasi kuasa/politik,
ketika manusia harus membuat
strategi dan siasat untuk
mengorganisir hidupnya di dunia
nyata.

Pendidikan pada prinsipnya
berkaitan dengan revolusi kesadaran
historis (sekalgus kritis) manusia

akan hakekat hidupnya. Eksistensi
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manusia terbentang antara masa
lampau dan masa depan. Dengan
demikian pendidikan itu arahnya
tidak hanya pada ilmu pengetahuan
dan teknologi saja, tetapi juga pada
usaha pemahaman atas diri sendiri
dalam konteks historisnya.Ada tiga
poin penting yang patut
direnungkan.Pertama, pengetahuan
manusia itu bersifat historis, maka
sifat dogmatis bertentangan dengan
sikap historis manusia itu. Kedua,
perlu tekanan dalam pendidikan pada
“proses” bukan hanya dalam
“produk”. Ketiga, perlunya
menghidupkan kesadaran historis
dengan membiasakan peserta didik
melihat “akar-akar” sejarah dan
masalah-masalah masa kini yang kita
hadapi. Pendidikan seperti inilah
yang berwawasan kemanusiaan, jadi
juga berwawasan antropologi.
Dengan demikian, ketajaman
antropologi dalam membahasakan
dinamika sosial budaya yang melaju
kencang di tanah Papua menjadi
sangat-sangat  terbatas.Antropologi
menjadi kekurangan bahasa dalam
menyuarakan “kaum tak bersuara”
yang tersimpan dalam kebungkaman
rakyat Papua dalam ingatan memoria

passionis-nya.Yang justru terjadi

adalah  “kolonisasi  antropologi”

dengan  melakukan  kesalahan-

kesalahan penamaan hanya dengan
penyederhanaan kepada “antropologi
laci” dan menguncinya pada tujuh
unsur kebudayaan.Ini tentu saja salah
kaprah.Kebudayaan Papua kini telah
terinterkoneksi dengan dunia luar
dan memikirkannya kembali ke titik

asali atau  meromantisisasinya

menjadi praktik penjajahan

kebudayaan yang terselubung.

Kolonisasi Baru?

Saya menjadi ingat apa yang
dituliskan Frantz Fanon (2000;
Aditjondro, 2006):

“Praktik  kolonialisme (baru)
biasanya didukung oleh teori-teori
kebudayaan yang bersifat
rasialis.Pada tahap awal penjajah
menganggap bangsa jajahannya
tidak memiliki kebudayaan,
kemudian mengakui bahwa bangsa
jajahannya memiliki kebudayaan
namun tetap tidak dihargai karena
dianggap statis dan tidak
berkembang. Kebudayaan bangsa
jajahan  kemudian ditempatkan
dalam strata "rendah", sementara
kebudayaan penjajah ditempatkan
dalam strata "tinggi" dalam suatu
hierarki kebudayaan yang sengaja
diciptakan  untuk  melegitimasi
dominasi penjajah atas bangsa
jajahannya.”

Saya menduga, dalam
kesunyian dan ketumpulan ilmu-ilmu
humaniora di Tanah Papua dalam

memediasi transformasi sosial
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budaya, telah terjadi reproduksi
kolonisasi baru menggunakan ilmu
pengetahuan yang mungkin disadari
atau malah mungkin tidak disadari
oleh para pelaku di dalamnya. Oleh
sebab itulah diperlukan terobosan-
terobosan perspektif (cara
pandang/berpikir) dan kajian-kajian
reflektif dan kritis dalam ilmu-ilmu
humaniora yang bukan
mendehumanisasi namun
mengembalikan hakekat orang-orang
Papua yang bersemangat untuk
berubah dan terlibat aktif dalam
perubahan social budaya yang terjadi
di tanah kelahirannya.

Akumulasi pengetahuan
tentang Papua hingga hari ini
melimpah ruah jumlahnya.Hasil-
hasil penelitian dan reproduksi
pengetahuan yang terlahir dengan
menggunakan Papua sebagai “objek”
sudah tak terhitung lagi.Tumpukan
laporan penelitian, skripsi, tesis,
desertasi, dan pemetaan kondisi
sosial budaya menajdi harta yang tak
ternilai harganya dalam memahami
dan  menafsirkan  Papua.Namun
persoalannya adalah, bagaimana
tumpukan akumulasi pengetahuan

tersebut berguna bagi rakyat Papua

“mengerti dirinya sendiri” dan

terlibat sebagai subyek dalam
perubahan sosial yang terjadi di
tanahnya sendiri?

Persoalan relasi ilmu
pengetahuan dan masyarakat
memang menjadi perdebatan yang
tidak ada habisnya.Ujung dari
perdebatan itu adalah terletak dari
paradigm ilmu pengetahuan tersebut
melihat masyarakat sebagai “sumber
pengetahuan”. Menempatkan
manusia sebagai subyek dalam
proses transformasi sosial budaya
yang  berlangsung di  Papua
khususnya adalah salah perspektif
berpikir dalam studi kebudayaan.
Perspektif =~ emansipatoris  yang
transformatif =~ mengacu  kepada
bagaimana ilmu-ilmu humaniora
menggunakan

“berpihak”

ilmunya secara
menjadi mediasi
menyadarkan serta menyakinkan
masyarakat untuk mengambil peran
dalam  perubahan sosial. Kata
kuncinya adalah kesadaran untuk
berpartisipasi dan mengambil peran
aktif dalam proses perubahan sosial
budaya.
Menempatkan manusia
sebagai  subyek dalam  proses
transformasi sosial budaya yang

berlangsung di Papua khususnya
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adalah salah perspektif berpikir
dalam studi kebudayaan. Perspektif
emansipatoris yang transformatif
mengacu kepada bagaimana ilmu-
ilmu humaniora—dalam hal ini
antropologi—menggunakan ilmunya
secara “berpihak” menjadi mediasi
menyadarkan serta menyakinkan
masyarakat untuk mengambil peran
dalam  perubahan sosial. Kata
kuncinya adalah kesadaran untuk
berpartisipasi dan mengambil peran
aktif dalam proses perubahan sosial
budaya.
Sudah puluhan tahun
program pembangunan hadir di
tengah masyarakat Papua.Perubahan
perlahan mulai dirasakan
menyangkut lingkungan fisik berupa
bangunan-bangunan fasilitas public
seperti  jalan, sekolah, Pustu
(Puskesmas Pembantu) di kampung-
kampung.Pembangunan fisik yang
mencolok terlihat adalah gedung-
gedung pusat pemerintahan  di
tingkat kabupaten maupun distrik
yang mulai menerabas hutan dan
tanah-tanah ulayat milik masyarakat.
Namun, semua itu terjadi karena
adanya bantuan triliunan rupiah
jumlahnya baik itu dari pemerintah

pusat Indonesia di Jakarta, melalui

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi
Papua dan Papua Barat serta
program-program  bantuan  dari
lembaga luar negeri. Pertanyaan
selanjutnya adalah apakah dengan
adanya berbagai macam bantuan
tersebut membuat masyarakat Papua
berinisiatif untuk merubah diri dan
kehidupannya ke depan? Di sinilah
kemudian terletak persoalannya.
Sudah menjadi kelumrahan
jika dalam memandang, “mambaca”,
mencitrakan, dan  menganalisis
Papua dengan masyarakat dengan
“terkebelakang”, “kurang beradab”

dan sejumlah kesan minor lainnya

karena sederetan kisah tentang gizi

buruk, “perang  suku”, dan
kekurangmajuan mereka
dibandingkan dengan daerah

Indonesia di bagian barat.
Pembacaan ini dari perspektif yang
mempengaruhinya sudah mengalami
permasalahan yang sangat akut dan
serius.Permasalahannya adalah
menempatkan bahwa yang
memandang Papua merasa dirinya
lebih  “berkuasa” dan beradab
dibandingkan masyarakat Papua
secara umum. Ini adalah cikal bakal
dari pandangan kolonialistik dan

penaklukan  (baca:  penjajahan).
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Pembacaan ini lebih mengundang
permasalahan daripada menemukan
soluasi dalam menghadapi
kompleksitas persoalan Papua.

Salah  satu  kompleksitas
persoalan tersebut dan memiliki
peran vital adalah menyangkut
identitas dan martabat sebuah
masyarakat, dalam hal ini identitas
dan martabat orang Papua.Memang
bukan hal yang kongkrit seperti
ekonomi tapi ini menyangkut soal
kebudayaan. Fenomena pemekaran
daerah yang saya amati terutama di
wilayah Provinsi Papua Barat belum
secara maksimal memperhatikan
perkembangan sosial budaya yang
kompleks di Tanah Papua. Yang
terjadi justru dominanya argumentasi
ekonomi politik tanpa memikirkan
perspektif ~ kebudayaan dalam
rencana pemekaran.Alih-alith yang
terjadi justru semakin menguatkan
sentiment etnik dalam rencana
pemekaran daerah di Papua. Oleh
karena itulah masyarakat Papua akan
semakin hanya memikirkan diri dan
kebudayaannya saja tanpa
mempunyai  kesempatan  untuk
interaksi dan akulturasi dengan dunia

luar. Hal inilah yang menyebabkan

orang Papua kehilangan kesempatan

untuk memperbarui identitas-
identitasnya.

Pemekaran  daerah  dan
interkoneksi Papua dengan dunia
luar sebenarnya adalah peluang yang
besar bagi orang Papua untuk
membayangkan pembaruan-
pembaruan identitasnya.Hal ini bisa
dilihat dari akulturasi yang terjadi di

dalam masyarakat Papua karena

pengaruh pendatang dan
kebudayaan-

kebudayaannya.Disamping itu
hadirnya pemerintahan,

pembangunan, dan investasi juga
berdampak penting bagi orientasi
nilai  dan  kebudayaan  dalam
masyarakat Papua.Pembaruan-
pembaruan identitas itu bisa terjadi
melalui  reproduksi  kebudayaan
dalam relasi-relasi dalam keseharian
masyarakatnya. Semua  proses
kebudayaan  berlangsung  dalam
fragmen-fragmen kehidupan
masyarakat  yang  mereproduksi
identitas dan norma-norma yang
hidup di tengah masyarakat.

Kondisi keterpecahan
(fragmentasi) yang terjadi di tengah
masyarakat  Papua  berimplikasi
serius terhadap rapuhnya solidaritas

dan  integrasi sosial dalam
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masyarakat.Hasilnya adalah
masyarakat yang sangat rapuh karena
solidaritas  sosial  hanyalah  di
permukaan tanpa menyentuh akar
relasi-relasi sosial budaya dalam
keseharian  masyarakatnya.Praktik-
praktik introduksi pembangunan dan
berbagai terjangan investasi
menghasilkan  fragmentasi  yang
serius di tengah masyarakat.Integrasi
dan  solidaritas  sosial  yang
terkandung dalam nilai-dan norma
berserta pengetahuan masyarakat
mendapat gugatan di  internal
masyarakat sendiri. Masuknya nilai-
nilai baru merubah reproduksi
pengetahuan dan kebudayaan yang
berlangsung di tengah masyarakat.
Integrasi  sosial  budaya  dan
masyarakat yang terorganisir yang
tercipta dari proses reproduksi
kebudayaan sebelumnya kehilangan
konteksnya. Nilai-nilai
pembangunan, modernitas, dan
kapitalisme dalam  wajah-wajah
investasi global yang menerjang
Papua menciptakan budaya
masyarakat yang kehilangan
kemandirian dan martabatnya.
Membaca Papua melalui
pemekaran daerah secara

emanispatoris melibatkan rakyat

Papua dalam perubahan sosial
setidaknya memperhatikan dua hal
penting.Hal pertama sebagai basis
adalah memberikan perhatian untuk
pelayanan publik (kesehatan dan
pendidikan). Hal yang kedua adalah
melayani  (baca:  memfasilitasi)
ekspresi-ekspresi budaya yang begitu
heterogen di Tanah Papua. Kondisi
yang terjadi hingga kini adalah
pemekaran daerah hanya melayani
kebutuhan para elit bukannya
martabat kebudayaan
masyarakatnya.Kehidupan  kultural
hanya dipolitisasi untuk kepentingan
para elit agar pemekaran terjadi dan
dengan  demikian uang  dan
kekuasaan pun ada di tangan.Dengan
demikian, orang Papua merasa
bahwa kebutuhan kulturalnya tra
(tidak) terjamin dan diperalat hanya
untuk  kepentingan  kekuasaan.
Perspektif yang emansipatif dalam
melihat  Papua  paling  tidak
memperhatikan kedua hal di atas
sembari memperbaiki pengetahuan
dan cara pandang kita yang
menusiawi dan empati dalam melihat

kompleksitas persoalan yang terjadi

di bumi cenderawasih ini.
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Siasat Kebudayaan

Secara  ilustratif, Tiwon
(2014:  xv-xvi) menggambarkan
bahwa dalam kitab Jawa Kuno,
Tantu Panggelaran, manusia
penghuni pulau Jawa—yang baru
mengalami “stabilisasi” oleh para
dewa—digambarkan sebagai
mahluk-mahluk tanpa peradaban:
dalam keadaan telanjang mereka
hidup di hutan, tanpa pekerjaan
untuk ditiru. Mereka punya hanya
berbuni, tidak memiliki bahasa:
“mengucap tanpa mengetahui apa
yang diujarkannya, tanpa mengetahui
maknanya”. Dewa-Dewa kemudian
turun  dari  kahyangan  untuk
memberikan berbagai pengetahuan:
menenun, membangun rumah, dan
mengelola tanah. Dan tentu juga
pelajaran bahasa dalam bentuk
aturan-aturan jadi.Semua untuk ditiru
oleh manusia.

Manusia diposisikan sebagai
mahluk telanjang dan bisu yang
hanya  “diberi”  bahasa  dan
pengetahuan dengan cara mengajar
yang boleh dikatakan jatuh dari
langit dalam bentuk utuh dan
sempurna. Manusia tinggal menjadi
peniru. Tidak mengherankan kalau

salah satu tanda lulus adalah

penorehan aksara suci pada lidah
murid. Lidah yang dikenal tak
bertulang (dan karenanya tidak
beraturan) dengan demikian
dikekang untuk hanya mengucapkan
apa yang dikehendaki para dewa
(penguasa). Konteks yang terjadi di
Tanah Papua secara gamblang
menunjukkan bagaimana
pengetahuan diintroduksi oleh kuasa
dari luar dan kemudian secara
perlahan namun pasti menciptakan
“kuasa pengetahuan” itu sendiri
terhadap Tanah Papua. Penciptaan
pengetahuan tentang “apa  dan
bagaimana itu Papua” menjadi kuasa
dari rezim penjajah yang
menganggap diri mereka lebih
beradab daripada orang Papua.Oleh
sebab itulah, kebebasan bagi orang-
orang Papua untukmendefinisikan
dirinya guna membangun
pengetahuan serta menafsirkan dunia
menjadi terhalang.
Dasar  dari  keseluruhan
argumentasi itu adalah konsepsi
tentang  “beradab” dan  “tidak
beradab” yang berimplikasi sangat
serius terhadap cara pandang politik
kebudayaan terhadap suatu bangsa
dan kebudayaan. Secara tajam Tiwon

(2014: xvii) mengungkapkan bahwa
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waktu senantiasa berjalan menuju
pengetahuan, karena waktu
merupakan bagian tak terlepaskan
dari menjadi manusia dan
imajinasinya. Karena itu,
konseptualisasi waktu pun harus
dilihat sebagai sumberdaya yang
direbut, sebagai bagian yang sangat
mendasar dari akumulasi awal yang
membentuk kapital. Waktu dibelah
menjadi menjadi dua: masa tanpa
peradaban/pengetahuan di satu pihak
dan masa beradab/berpengetahuan di
pihak lain. Kadang-kadang diakui
adanya masa ketiga, atau masa
transisi, tetapi inipun menekankan
pembelahan antara dua konsepsi
waktu yang dipertentangkan itu. Cara
pembelahan waktu karenanya sarat
politik, apakah politik elit kekuasaan
atau polittk pembebasan, tetapi
umumnya yang memiliki daya untuk
menentukan pengertian waktu adalah
pihak penguasa elit, sehingga bentuk
peradaban dan pengetahuan
merupakan cerminan kehendak elit
yang memposisikan kaum bawahan
untuk menjaga utuh dan lestarinya
cerminan tersebut.

Di Tanah Papua, kuasa untuk
melegitimasi kebudayaan juga sangat

kolonialistik ~ (menjajah).  Kuasa

pengetahuan inilah yang
membungkam orang-orang Papua
untuk mendefinisikan dirinya.Jika
mereka berekspresi, maka
stigmatisasi separatisdengan sangat
mudah dilekatkan karena
mengganggu legitimasi kuasa
negara.Hal yang kemudian terjadi
adalah budaya bisu di tengah
masyarakat, ketika ekspresi untuk
menyuarakan identitas diri dan
kebudayaan tersumbat. Kebisuan di
tengah-tengah kebisingan kata milik
kepentingan di luar pengalaman
realitas komunitas dan diri sendiri:
inilah kebisuan hakiki. Dan kebisuan
hakiki ini mematahkan hak dan daya
untuk mendefinisikan dunia,
mematahkan hak dan daya untuk
membangun  pengetahuan  yang
bukan sekadar informasi dalam arti
fungsional atau instrumental (Tiwon,
2014: xix).

Masyarakat  Papua  yang
berdiam di seluruh pelosok gunung-
gunung, lembah-lembah, dan pesisir
pantai memiliki sistem nilai dan
kognisi (pikiran) tentang
kebudayaannya.Mereka telah
mengkonstruksi dan  memelihara
tersebut

nilai-nilai  kebudayaan

dengan berbagai dinamikanya. Oleh
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apa yang disebut dengan
modernisme, kemudian terpapar
interkoneksi antara nilai-nilai yang
dianggap “tradisional” ini dengan
nilai-nilai introduksi baru yang
dilakukan oleh berbagai pihak. Salah
satunya adalah dari agama.

Sejak  terjamahnya Papua
oleh para zending dan misi untuk
penyebaran agama, mereka telah
menciptakan sebuah pengetahuan

yang sangat berharga  dalam

usahanya memahami sebuah
masyarakat dan penyebarkan
agama.Pengetahuan yang

direproduksi oleh pihak agama ini
sangat nyata berdampak dalam
keseluruhan aspek kehidupan di
Tanah Papua. Zending, Misi, dan
penyebaran Islam di daerah kepala
burung  berjasa  besar  dalam
mengenalkan  sistem  pendidikan,
nilai-nilai  agama modern, dan
berperan  sangat besar dalam
mengkonstruksi identitas dan
kebudayaan masyarakat di Tanah
Papua.

Warisan berikutnya adalah
apa  yang  diintroduksi  oleh
pemerintah kolonial Belanda dan

Indonesia, yang dengan caranya

sendiri, masing-masing telah

mereproduksi  pengetahuan  dan
kebijakan dalam  mendefinisikan
Papua menurut perspektif mereka.
akumulasi

Kesemua warisan

pengetahuan dan kontruksi
kebudayaan tersebut tertanam dan
menjadi ingatan beberapa generasi
dan kemudian diwariskan secara
terus-menerus hingga hari ini.Ingatan
sosial tersebut berdampak besar
terhadap

bangunan persepsi

masyarakat Papua.Apa yang
dilakukan oleh berbagai pihak di atas
yang berkontribusi dalam
mengkonstruksi pengetahuan
terhadap Papua tidak terlepas dari
berbagai kepentingan (kuasa politik)
di dalamnya. Penyebaran agama,
politik kekuasaan, dan eksploitasi
SDA (sumber daya alam) adalah
beberapa diantaranya. Namun dibalik
konstruksi pengetahuan yang mereka
bangun, akan terlihat juga perspektif
yang mereka gunakan untuk
memproduksinya.

Salah satu perspektif yang
kebanyakan = digunakan  adalah
kulturalisme (eksotisme kebudayaan)
yang mewarnai akumulasi
pengetahuan terhadap
Papua.Perspektif ini menyandarkan

diri  pada  “keheranan”  dan
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“kekaguman” terhadap kekayaan dan
eksotisme ratusan etnik dan budaya
yang terdapat di Tanah
Papua.Kelompok penyebaran agama
dan pemerintah Belanda telah sangat
banyak melahirkan laporan-laporan
perjalanan petugas mereka untuk
melukiskan ~ kekhasan  berbagai
kelompok etnik yang berada di
Papua.Data-data etnografi kelompok
etnik  ini sangat  melimpah
jumlahnya.

Perspektif kulturalisme ini
mensandarkan

dirinya  kepada

eksotisme kebudayaan yang
menganggap sebuah kebudayaan
terlokalisir dan mempunyai ciri yang
khas dan unik  dibandingkan
kebudayaan lainnya.Terkait dengan
konteks ini, Timmer (2013:22)
mencoba menunjukkan bahwa kajian
budaya dan bahasa di Papua pada
masa kolonial dan diwariskan hingga
kini memperlihatkan adanya variasi
yang tinggi.Hal ini mengundang kita
melakukan reduksi untuk menarik
batas dan menjelaskan karakteristik
yang bervariasi tentang budaya dan
bahasa di Papua yang eksotis dan
terlokalisir tanpa adanya mobilitas
dan transformasi. Pandangan

kulturalisme ini sangat menyesatkan

karena melihat orang Papua hanya
ditentukan oleh budayanya sehingga
budaya ini membentuk sebuah
kesatuan organik yang utuh dan
tertutup, sehingga orang Papua tidak
dapat meninggalkan budayanya
tetapi hanya dapat merealisasikan
dirinya di dalam budayanya tidak
dapat meninggalkan budayanya
tetapi hanya dapat merealisasikan
dirinya di  dalam  budayanya.
Perspektif ini tentu saja mengingkari
bahwa kebudayaan itu melintas batas
melewati sekat-sekat dan lokalisir
hanya sebatas tempat.Kebudayaan
sekali lagi bukan hanya sebatas
property-properti tetapi pembentukan
pikiran dan pengertian (notion
formation).

Perspektif yang melokalisir

kebudayaan tersebut sering
dipandang  sebagai = pemahaman
kulturalisme dalam studi

kebudayaan. Ahimsa-Putra (1987:28)
mengungkapkan bahwa perspektif
kulturalisme digambarkan dengan
pendeskripsian “kebudayaan” suku-
suku bangsa yang ditulis menjadi
etnografi  betul-betul merupakan
rekonstruksi dari si penulis dan
bukan

merupakan pelukisan

“realitas” yang dilihat, didengar, dan
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dialami oleh penulis etnografi

tersebut. Para penulis etnografi
tersebut telah dipandang sebagai
“pencipta-pencipta” kebudayaan dari
komunitas masyarakat yang
dimaksud. Dalam penulisan etnografi
kulturalisme ini, yang oleh Ahimsa-
Putra (1987:26) disebut dengan
“etnografi laci”, hampir tidak ada
ditemukan di dalamnya dialog antara
penelti (penulis etnografi) dengan
mereka yang diteliti. Para informan
dan warga pendukung kebudayaan
yang ada di lapangan tenggelam di
balik teks.Apa yang kemudian hadir
dalam tulisan tersebut adalah
abstraksi dari si peneliti atas hal-hal
yang telah dia dengar, lihat, dan
mungkin alami selama tinggal di
lapangan  dan

dilakukan

mungkin  dengan

dengan menggunakan
konsep-konsep yang sebelumnya
sudah ia pahami. Pada titik inilah
penulis etnografi merasa dirinya
berhak mewakili para informannya
dalam menyampaikan apa yang telah
dikemukakan kepada peneliti.

Para informan itu adalah
adalah rakyat yang sepatutnya
menjadi  subyek dari studi-studi
kebudayaan, bukan justru menjadi

“obyek penderita”, terlebih lagi

dijadikan sebagai seolah-olah
sebagai “massa” yang sama sekali
tidak mempunyai kedaulatan dan
pengetahuan. Rakyat dalam arti yang
sebenarnya bahasa Laksono (2008
via Budi Susanto, 2005) adalah
“orang-orang yang berdaya”,
mempunyai kekuatan untuk
melakukan perubahan sosial terhadap
diri dan lingkungannya. Oleh
karenanya rakyat hampir selalu
diantara dua sisi yaitu melakukan
resistensi

(perlawanan) sekaligus

obyek penundukan dan
eksploitasi.Dalam hal inilah rakyat
berbeda dengan “massa” yang sangat
mudah untuk dipolitisasi untuk
kepentingan kekuasaan.Dalam

konteks  historis, negara  dan
kekuasaannya sangat alergi dengan
karena

kata  “rakyat” sejarah

dalam melakukan

panjangnya
gerakan kritis kepada kekuasaan.
Dalam bingkai itulah rakyat satu kata
yang sangat berpengaruh dalam
proses transformasi sosial. Dalam
konteks Papua, rakyat juga menjadi
subyek (yang berdaya) sekaligus
dijadikan

kekuasaan untuk

sebagai  “alat”  oleh
semakin
menancapkan kekuasaannya. Nah,

jika rakyat dimaknai sebagai yang
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berdaulat dan berdaya—dengan
demikian juga artinya memiliki
pengetahuan yang sepatutnya
diapresiasi dan dipelajari—maka
studi-studi kebudayaan di Tanah
Papua tidak akan macet, tetapi justru
akan terus berkembang dengan
dinamis. Dengan demikian rakyat
akan dimediasi untuk terus-menerus
aktif melahirkan inisiatif mengambil

peran dalam transformasi sosial

budaya yang terjadi di Tanah Papua.

KESIMPULAN

Perspektif politik kebudayaan
dalam melihat realitas berbagai
persoalan yang terdapat di Papua
harus  dilithat secara  holistik,
komphresentif dan berperspektitkan
empati yang emansipatoris.Ide dari
pendekatan ini adalah melihat
kompleksitas ~ persoalan = Papua
dengan menggali latar belakang
permasalahan, tidak menyalahkan
tapi membangun solusi
bersama.Setelah itu menempatkan
masyarakat Papua sebagai subyek
dan menggerakkan mereka untuk
berperan secara aktif dan merubah
dirinya  sendiri.Caranya  adalah
menggugah  kesadaran = mereka

tentang kondisi Papua dan tanah

kelahirannya kini dan
menggantungkan  harapan-harapan
pembaruan kepadanya.

Dengan menggunakan
perspektif emansipatoris dan
transformatif, —masyarakat Papua
akan merasa dirinya menjadi bagian
dari perubahan besar yang terjadi di
Papua, bukan malah sebagai
penonton  seperti  kecenderungan
yang terjadi selama ini. Argumentasi
ekonomi politik sebagai basis dari
pandangan modernisme (kemajuan)
mendasarkan kemajuan diukur dari
pembangunan ekonomi dan stabilitas
politik. Dasar pemikiran inilah yang
dominan selama ini mempengaruhi
cara pandang dan pembacaan
terhadap Papua, sehingga fenomena
pemekaran digalakkan sedemikian
rupa dengan alasan untuk
memajukan Papua dari kemiskinan,
ketertinggalan, dan sebagai aspirasi
politik budaya masyarakat Papua.
Kemiskinan dan  ketertinggalan
adalah  basis dari argumentasi
ekonomi, sedangkan aspirasi politik

etnik/suku di Papua adalah basis

untuk menjaga stabilitas politik.
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